BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang

dilakukan di Apotek K-24 Teuku Umar Lampung selama 2 minggu

yaitu pada tanggal 25 Januari 2021 — 06 Februari 2021 dapat
disimpulkan bahwa PKPA ini telah :

1.

Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran
penting apoteker dalam meningkatkan kualitas hidup
masyarakat dengan melakukan tugas dan tanggung jawabnya
yaitu pelayanan kefarmasian.

Memberikan bekal kepada calon apoteker terkait dengan
pekerjaan kefarmasian yang terjadi di apotek meliputi
pengelolaan sediaan farmasi seperti perencanaan, pengadaan,
penerimaan, penyimpanan, pengendalian, pencatatan dan
pelaporan; serta pelayanan farmasi klinis seperti pelayanan
resep dan non-resep.

Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat
serta mempelajari kegiatan dalam pelayanan farmasi klinis di
apotek seperti analisis resep, bagaimana melakukan
komunikasi dua arah sampai dengan bagaimana melakukan
pelayanan informasi obat yang baik kepada pasien.
Memberikan  bekal kepada calon apoteker dalam
mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja sebagai

tenaga kefarmasian yang professional.
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Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan
kefarmasian di apotek serta tindakan yang harus dilakukan oleh

seorang apoteker untuk mengatasi permasalahan tersebut

Saran
Saran yang dapat diberikan setelah melakukan kegiatan PKPA

di Apotek K-24 Teuku Umar Lampung adalah sebagai berikut :

1.

Mahasiswa yang akan melaksanakan PKPA perlu
meningkatkan pengetahuannya mengenai pelayanan farmasi
klinis, kemampuan dalam berkomunikasi dua arah dan
kepercayaan diri agar dapat memberikan pelayanan farmasi
klinis seperti informasi dan edukasi kepada pasien dengan baik
dan benar.

Mahasiswa yang akan melaksanakan PKPA diharapkan dapat
lebih memepelajari mengenai jenis obat-obatan yang terdapat
di pasaran termasuk berbagai macam merek dagang dan
potensinya, dosis, mekanisme kerja, serta cara penggunaan
yang tepat.

Mahasiswa yang akan melakukan PKPA diharapkan dapat
lebih berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan PKPA di
apotek sehingga dapat memperoleh wawasan, pengetahuan,
dan keterampilan yang lebih lagi dalam melakukan pekerjaan

kefarmasian di apotek.
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